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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan dan kemajuan teknologi telah mendorong aktivitas di 

sektor industri dan perdagangan untuk terus berkembang baik di tingkat 

internasional maupun nasional. Dengan banyaknya produk barang dan jasa 

yang memenuhi pasar untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus 

meningkat, perkembangan ini terus mengalami peningkatan. Selain itu, 

kemudahan dalam perdagangan yang diterapkan di hampir seluruh dunia 

turut memeriahkan aktivitas perdagangan barang dan jasa di berbagai 

negara, sehingga variasi produk yang ditawarkan menjadi semakin 

beragam, termasuk di Indonesia. 

Salah satu kemajuan dari adanya teknologi informasi dan 

komunikasi adalah adanya transaksi yang dilakukan secara elektronik yang 

terjadi, karena adanya perdagangan secara elektronik yang sering disebut E-

Commerce atau jual beli online. Perkembangan teknologi terutama Internet 

membawa perekonomian dunia memasuki era baru yang populer dengan 

istilah digital economic atau ekonomi digital. Dimana semakin maraknya 

aktivitas perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media 

transaksi Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan sistem 

perdagangan elektronik atau electronic commerce (e-commerce) sebagai 

media transaksi (Indrajit, 2001). 
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Tingginya penggunaan teknologi khususnya internet dikehidupan 

masyarakat tentunya juga berdampak kepada aspek-aspek kehidupan 

lainnya salah satunya pada bidang ekonomi dan perdagangan. Pada saat ini 

perdagangan banyak dilakukan secara online, melihat minat masyarakat 

yang tinggi akan berbelanja secara online maka bermunculan juga aplikasi 

berbelanjan online atau bisa disebut electronic commerce. Ecommerce atau 

disebut juga perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan 

dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan 

memanfaatkan sistem elektronik seperti internet atau jaringan computer 

(Azzahra & Chumaida, 2023). 

Perdagangan yang berbasis teknologi canggih, e-commerce telah 

merubah perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan 

perusahaan yang dilakukan secara langsung (direct) menjadi interaksi yang 

tidak langsung (indirect). E-commerce telah merubah paradigma bisnis 

klasik dengan menimbulkan model-model interaksi antara produsen dan 

konsumen di dunia digital. Sistem perdagangan yang dipakai dalam e-

commerce dirancang untuk melakukan kesepakatan secara elektronik. 

kesepakatan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, 

pemeriksaan dan pengiriman (Prasetyo Abdul Halim dan Teguh, 2005). 

Transaksi jual beli secara online yang semakin populer saat ini 

memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, karena mereka dapat 

menawarkan barang dan jasa yang lebih beragam. Aktivitas pasar yang 

terbuka memungkinkan pelaku usaha dari berbagai belahan dunia untuk 
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memasarkan produk mereka melintasi batas negara, sehingga konsumen 

memiliki lebih banyak pilihan sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. 

Namun, di sisi lain, hal ini juga mengakibatkan posisi pelaku usaha dan 

konsumen kurang terlindungi secara hukum dalam transaksi online. 

Terbukanya peluang ini dapat menyebabkan tindakan yang merugikan, baik 

bagi pelaku usaha, konsumen, maupun pihak ketiga. 

Kemajuan teknologi dalam perangkat gadget telah mempermudah 

komunikasi dan pelaksanaan pekerjaan kita. Akses internet kini menjadi 

lebih cepat dan mudah, dapat diakses di mana saja dan kapan saja. 

Kehidupan sehari-hari semakin bergantung pada media mobile dan internet, 

yang menyebabkan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, 

terutama di daerah perkotaan. Hal ini berdampak pada meningkatnya minat 

konsumen terhadap toko online yang memungkinkan transaksi dilakukan 

tanpa batasan waktu (24 jam). Selain itu, berbelanja secara online 

menawarkan kemudahan dalam membandingkan produk, membantu 

konsumen dalam menentukan pilihan, memberikan kenyamanan, 

menawarkan variasi produk yang lebih banyak, mempercepat proses 

transaksi tanpa harus mengantri, menjaga kerahasiaan konsumen, serta 

menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Di tengah wabah pandemi Covid-19, 

angka transaksi online terus meningkat, yang menjadi pertimbangan bagi 

masyarakat, baik konsumen maupun penjual, untuk beralih ke era digital 

dalam memenuhi kebutuhan mereka. Era globalisasi yang diikuti oleh 

perkembangan teknologi digital yang canggih telah mempercepat 
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pertumbuhan dunia maya, tidak hanya dalam konteks interaksi sosial antar 

pengguna internet, tetapi juga mendorong munculnya berbagai bisnis 

virtual, termasuk start-up dan peer to peer lending (P2PL) di sektor layanan 

keuangan (Mahfiroh, 2020). 

Kegiatan transaksi melalui media internet menghadirkan berbagai 

masalah dan ketidakpastian. Perkembangan internet yang terus berubah 

menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai keamanan 

informasi pribadi mereka serta kinerja jaringan yang tidak selalu optimal. 

Belakangan ini, kasus penipuan yang merugikan baik konsumen maupun 

pelaku usaha semakin meningkat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah 

mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi 

konsumen yang sering kali menjadi korban. Kerugian tidak hanya dialami 

oleh konsumen, tetapi pelaku usaha juga sering mengalami kerugian akibat 

tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Pengangkutan sebagai sarana pengangkut barang memiliki peran 

yang penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang 

perdagangan antara produsen dan konsumen. Pengangkutan tersedia 

melalui beberapa jalur, yaitu jalur darat, laut, dan udara. Peran penting 

dalam pengangkutan bagi masyarakat yaitu sebagai salah satu barometer 

penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat dalam hal 

kegiatan informasi dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan 

pengangkutan (Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, 2019). 



5 

 

 
 

Pengguna jasa pengiriman barang perlu mendapatkan suatu 

perlindungan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha 

dengan konsumen memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan 

didapatkan oleh masing-masing pihak. Akan tetapi masih sering ditemui 

kendala dalam proses pengiriman barang salah satunya keterlambatan. 

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat 

asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut, maka terdapat 

tiga hal yakni muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat 

angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari 

gerakan tempat asal, dimana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat 

tujuan dimana kegiatan diakhiri (Primahardani, 2020).  

Pada umumnya sebelum pengangkutan direalisasikan, suatu 

perjanjian antara pihak penyedia jasa pengiriman barang dengan pihak yang 

akan mengirimkan barang harus terjadi terlebih dahulu. Perjanjian 

pengangkutan yang dimaksudkan pada dasarnya sama dengan perjanjian 

pada umumnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai syarat 

sahnya suatu perjanjian. Pada setiap perusahaan penyedia jasa pengiriman 

barang telah menerapkan asuransi di dalam pengiriman barang, salah satu 

perusahaan penyedia jasa pengiriman barang yaitu PT. Ecart Webportal 

Indonesia (Lex Id). Layanan asuransi yang dimaksudkan yaitu untuk 

menjamin resiko yang mungkin saja terjadi pada barang kiriman seperti 

rusak atau hilang. Asuransi pengiriman barang yang diterapkan oleh Lex Id 
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sangat penting untuk menjamin keselamatan barang kiriman, sehingga 

pelanggan merasa nyaman serta tidak takut akan resiko yang bisa saja terjadi 

dalam pengiriman barang. Sebelum timbulnya suatu resiko tersebut, 

masyarakat selalu berusaha mencari langkah untuk menghindari resiko. 

Salah satu cara untuk mengatasi resiko tersebut adalah melalui asuransi 

(Muis, 2005). 

Lazada Ekspress sebagai penyedia jasa pengiriman dan Seller 

sebagai penjual memiliki peran dan tanggung jawab yang diatur dalam 

perjanjian kerja sama yang mereka sepakati. Penanganan terhadap barang 

hilang melalui prosedur pengajuan klaim menjadi aspek krusial dalam 

me.njaga ke.pe.rcayaan konsume.n dan me.njamin hak-hak me.re.ka. Ole.h 

kare.na itu, sangat pe.nting untuk me.nge.tahui bagaimana me.kanisme. 

tanggung jawab se.rta prose.dur klaim barang hilang yang be.rlaku dalam 

pe.rjanjian te.rse.but. 

Lazada E.kspre.ss, se.bagai salah satu pe.nye.dia jasa pe.ngiriman yang 

be.ke.rja sama de.ngan platform Lazada, me.miliki tanggung jawab be.sar 

dalam me.mastikan barang yang dikirim sampai ke. tangan konsume.n de.ngan 

aman. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang te.rjadi kasus hilangnya 

barang yang dapat me.rugikan baik konsume.n maupun pe.njual. Situasi ini 

me.nimbulkan pe.rtanyaan me.nge.nai se.jauh mana tanggung jawab Lazada 

E.kspre.ss dalam hal ke.hilangan barang dan bagaimana prose.dur pe.ngajuan 

klaim yang harus diikuti ole.h konsume.n dan se.lle.r untuk me.ndapatkan ganti 

rugi (Halim, 2021). Pe.rjanjian antara Lazada E.kspre.ss dan se.lle.r me.njadi 
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landasan hukum yang me.ngatur hak dan ke.wajiban masing-masing pihak 

dalam prose.s pe.ngiriman. Dalam pe.rjanjian te.rse.but, biasanya te.rdapat 

ke.te.ntuan yang me.nje.laskan prose.dur pe.ngajuan klaim barang hilang, 

te.rmasuk syarat dan ke.te.ntuan yang harus dipe.nuhi ole.h pihak yang 

me.ngajukan klaim. Namun, tidak se.mua konsume.n atau se.lle.r me.mahami 

de.ngan baik prose.dur ini, yang dapat me.nye.babkan ke.bingungan dan 

ke.tidakpuasan ke.tika te.rjadi masalah (Pratiwi, 2022). 

Pe.rlindungan konsume.n me.rupakan undang-undang yang be.lum 

be.gitu banyak dike.tahui dan dipahami isinya ole.h masyarakat umum dan 

me.rupakan suatu hal yang baru dalam dunia pe.raturan pe.rundang-undangan 

di Indone.sia. Me.skipun sudah banyak de.sakan me.nge.nai pe.rlunya pe.raturan 

pe.rundang-undangan yang kompre.he.nsif bagi konsume.n te.rse.but sudah 

digaungkan se.jak lama. Praktik monopoli dan tidak adanya pe.rlindungan 

konsume.n te.lah me.le.takkan posisi konsume.n dalam tingkat yang te.re.ndah 

dalam me.nghadapi para pe.laku usaha. Tidak adanya alte.rnatif yang dapat 

diambil ole.h konsume.n te.lah me.njadi se.suatu “rahasia umum” dalam dunia 

industri Indone.sia (Gunawan, 2001). 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 te.ntang Pe.rlindungan 

Konsume.n dalam pasal 6 dije.laskan me.nge.nai hak-hak pe.laku usaha, 

dimana hak-hak te.rse.but me.ncakup hak me.nge.nai me.ne.rima pe.mbayaran 

se.suai de.ngan ke.se.pakatan te.rkait kondisi dan nilai tukar barang atau jasa 

yang di pe.rjualbe.likan, hak untuk me.ndapat pe.rlindungan hukum dari itikad 

tidak baik konsume.n, hak untuk me.mbe.la diri dalam pe.nye.le.saian hukum 
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se.ngke.ta konsume.n, hak untuk re.habilitasi nama baik apabila te.bukti se.cara 

hukum bahwa ke.rugian yang dialami konsume.n bukan dari barang atau jasa 

yang dipe.rdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam pe.raturan 

pe.rundangundangan lainnya. Adanya pe.nipuan yang dilakukan ole.h pihak 

konsume.n dapat me.nimbulkan ke.rugian te.rhadap pe.laku usaha yang 

me.njadi re.se.lle.r atau yang di bidang crafting, pe.laku usaha re.se.lle.r akan 

me.ngalami ke.rugian modal dari pe.mbe.lian barang dan pe.laku usaha 

crafting akan me.ngalami ke.rugian dari bahan pokok yang digunakan dalam 

usahanya (Pramono, 2003). 

Se.bagai contoh kasus yakni dalam ke.bijakan yang dibuat ole.h pihak 

Lazada bahwa se.tiap pe.laku usaha atau se.lle.r diwajibkan me.nggunakan jasa 

kirim e.kspe.disi yang sudah dise.diakan Lazada yakni Le.x.Id. Para pe.laku 

usaha ke.rap me.rasa dirugikan de.ngan ke.bijakan te.rse.but kare.na bilamana 

jika barang sudah dikirim dan masuk pada gudang le.x.id barang te.rse.but 

se.ring kalo hilang dan status barang tidak je.las dimana adanya. Te.rle.bih bila 

adanya re.tur ole.h konsume.n kare.na barang tidak se.suai, barang te.rse.but 

se.ringkali hilang be.gitu saja dalam pihak e.kspe.disi dan tidak dike.tahui je.las 

barang re.tur te.rse.but dimana atau de.ngan kata lain pihak se.lle.r ke.hilangan 

barang dan ke.hilangan uang. Pe.nge.mbalian dananya pun dianggap tidak 

je.las bagaimana prose.durnya dan pe.ngaduannya. Maka dari itu banyak 

se.lle.r te.rmasuk pe.nulis me.rasakan ke.rugian te.rse.but atas hilangnya barang 

re.tur digudang le.x.id. 
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Be.rdasarkan pe.nje.lasan latar be.lakang yang sudah ditulis, pe.nulis 

te.rtarik untuk me.ne.liti dalam be.ntuk pe.nulisan hukum be.rupa skripsi 

de.ngan judul “Tanggung Jawab Atas Hilangnya Barang Pada Saat 

Pengiriman Yang Dilakukan Lazada Ekspress Yang Diatur Dalam 

Perjanjian Lazada Ekspress Dan Seller Dikaitkan Dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang”. 

B. Identifikasi Masalah 

Se.te.lah uraian latar be.lakang pe.rmasalahan se.be.lumnya, maka pe.nulis 

dapat me.ngide.ntifikasi be.be.rapa pe.rmasalahan yang me.njadikan fokus 

utama pe.ne.litian: 

1. Bagaimana. tanggung jawab hukum pihak Lex.id sebagai ekspeditur 

te.rhadap pe.laku usaha (Seller) atas ke.hilangan barang dalam prose.s 

pe.ngiriman sebagai konsumen menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang Pasal 86-100 Tentang Konsumen Perantara?  

2. Apakah faktor yang me.njadi ke.ndala atas hilangnya barang dalam 

proses pengiriman? 

3. Bagaimana solusi hukum yang dapat dite.rapkan dan penyelesaian kasus 

hilangnya barang saat pe.ngiriman ole.h pihak e.kspe.disi le.x.id? 
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C. Tujuan Penelitian 

Be.rdasarkan ide.ntifikasi masalah yang te.lah dise.butkan diatas, maka 

pe.nulis me.mpunyai tujuan dalam pe.nyusunan pe.ne.litian te.rhadap 

pe.rmasalahan diatas yaitu: 

1. Untuk me.nganalisis dan me.mahami tanggung jawab hukum pihak 

Lex.id sebagai ekspeditur terhadap pelaku usaha (Seller) atas 

ke.hilangan barang dalam proses pengiriman sebagai konsumen 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Untuk me.nganalisis dan me.mahami faktor-faktor yang me.njadi ke.ndala 

atas hilangnya barang dalam proses pengiriman. 

3. Untuk me.nganalisis dan me.mahami solusi hukum yang dapat dite.rapkan 

dan penyelesaian kasus hilangnya barang saat pe.ngiriman ole.h pihak 

e.kspe.disi le.x.id. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mafaat se.cara te.oritis dan 

praktis. 

1. Manfaat Te.oritis 

a. Hasil pe.ne.litian hukum ini akan me.nambah pe.nge.tahuan di 

bidang pe.rlindungan konsume.n dan pe.laku usaha te.ntang 

tanggung jawab jasa e.kspe.disi te.rhadap hilangnya barang dalam 

pe.ngiriman ataupun saat re.tur. 
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b. Hasil penelitian pe.nulisan hukum ini diharapkan menjadi bahan 

referensi ke.pada pe.mbaca sebagai penelitian lebih lanjut dan 

mendalam pada penelitian yang se.rupa yakni ke.rugian kare.na 

hilangnya barang saat e.kspe.disi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk mahasiswa, pe.ne.litian hukum ini dapat dimanfaatkan 

se.bagai sarana untuk me.ne.rapkan te.ori-te.ori yang dipe.lajari 

se.lama kuliah dalam me.nye.le.saikan pe.rmasalahan hukum 

dalam be.ntuk pe.nulisan hukum (skripsi). 

b. Untuk pe.me.rintah, pe.nulisan hukum ini diharapkan dapat 

me.njadi re.fe.re.nsi dalam me.nangani kasus ke.rugian yang 

dide.rita se.lle.r akibat hilangnya barang saat pe.ngiriman ataupun 

re.tur ole.h pihak jasa e.kspe.disi. 

c. Untuk masyarakat, pe.nulisan hukum ini diharapkan dapat 

me.mbantu dalam me.mahami hukum te.rkait kasus ke.rugian 

yang dide.rita se.lle.r akibat hilangnya barang saat pe.ngiriman 

ataupun re.tur ole.h pihak jasa e.kspe.disi, se.rta diharapkan dapat 

me.nce.gah te.rjadinya kasus se.rupa di masyarakat. 

E. Kerangka Pemikiran 

Indone.sia adalah ne.gara hukum, se.bagaimana diatur dalam Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Ne.gara Re.publik Indone.sia Tahun 1945, 

yang me.nyatakan bahwa "Ne.gara Indone.sia adalah ne.gara hukum." Hal ini 
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me.ne.gaskan bahwa se.luruh aspe.k ke.hidupan be.rne.gara harus tunduk pada 

hukum, yang me.njadi sarana utama dalam me.ne.gakkan ke.adilan se.rta 

me.lindungi hak-hak se.tiap warga ne.gara tanpa ke.cuali. Ole.h kare.na itu, 

pe.rlindungan konsume.n dalam transaksi e.-comme.rce. bukan hanya 

ke.wajiban konstitusional ne.gara, te.tapi juga ke.wajiban yang harus dipe.nuhi 

untuk me.njamin ke.adilan bagi se.tiap warga ne.gara. 

Pe.rke.mbangan te.knologi informasi te.lah me.mbawa pe.rubahan be.sar 

dalam dunia pe.rdagangan, te.rmasuk di Indone.sia. E.-comme.rce. kini me.njadi 

pilihan utama masyarakat untuk be.rtransaksi kare.na me.nawarkan 

ke.mudahan dan ke.ce.patan. Salah satu platform e.-comme.rce. te.rbe.sar di 

Indone.sia adalah Lazada, yang tidak hanya me.nye.diakan platform untuk 

be.rjualan, te.tapi juga me.miliki layanan pe.ngiriman barang inte.rnal, Lazada 

E.kspre.s. Namun, dalam prakte.knya, pe.ngiriman barang me.lalui layanan ini 

se.ringkali me.nimbulkan masalah, se.pe.rti ke.hilangan barang, ke.te.rlambatan, 

atau barang rusak saat dite.rima ole.h konsume.n. 

Masalah ke.hilangan barang dalam pe.ngiriman me.njadi isu hukum 

yang komple.ks kare.na me.libatkan tiga pihak: konsume.n, se.lle.r, dan pihak 

e.kspe.disi (Lazada E.kspre.s). Konsume.n yang me.rasa dirugikan te.ntu be.rhak 

untuk me.nuntut pe.rtanggungjawaban atas ke.rugian yang dialami. Namun, 

dalam siste.m inte.rnal Lazada, se.ringkali tanggung jawab te.rse.but 

dite.ntukan me.lalui pe.rjanjian antara se.lle.r dan pihak e.kspe.disi, yang tidak 

se.lalu be.rpihak pada pe.rlindungan konsume.n. 
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Untuk itu, dipe.rlukan ke.rangka pe.mikiran be.rbasis te.ori hukum. 

Grand the.ory yang digunakan dalam pe.ne.litian ini adalah te.ori ke.adilan ole.h 

John Rawls dan konse.p ne.gara hukum (Re.chtsstaat). Me.nurut Rawls, 

ke.adilan sosial harus me.njadi dasar dalam se.mua siste.m distribusi, te.rmasuk 

dalam transaksi digital. Ne.gara, se.bagai e.ntitas te.rtinggi dalam tatanan 

hukum, harus me.mastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan se.cara 

se.pihak dalam hubungan hukum yang asime.tris antara pe.laku usaha dan 

konsume.n. 

Menurut teori negara hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, 

segala bentuk aktivitas sosial, termasuk kegiatan ekonomi digital, harus 

tunduk pada hukum. Negara hadir melalui instrumen hukum positif, salah 

satunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 86–100 

yang mengatur mengenai makelar atau perantara dagang. Dalam pasal-pasal 

tersebut ditegaskan bahwa makelar berperan mempertemukan pihak-pihak 

dalam perjanjian, membuat catatan dan nota transaksi, serta dilarang 

bertindak untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari para pihak. Prinsip 

tersebut dapat dihubungkan dengan praktik perdagangan digital saat ini, di 

mana platform e-commerce berfungsi sebagai perantara antara pelaku usaha 

dan konsumen, sehingga keberadaannya harus tunduk pada aturan hukum 

demi menjamin kepastian, keadilan, serta perlindungan bagi para pihak 

yang terlibat dalam transaksi. 

Dalam ranah middle. the.ory, digunakan te.ori pe.rjanjian (contract 

the.ory) dan te.ori risiko (risk the.ory) untuk me.ngkaji hubungan antara se.lle.r 
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dan Lazada E.kspre.s. Te.ori pe.rjanjian me.nje.laskan bahwa se.tiap 

ke.se.pakatan yang dibuat ole.h dua pihak yang saling me.ngikat harus 

dilaksanakan de.ngan itikad baik. Dalam hal ini, pe.rjanjian antara se.lle.r dan 

Lazada E.kspre.s se.ringkali me.muat ke.te.ntuan me.nge.nai pe.mbagian 

tanggung jawab te.rkait ke.hilangan barang yang harus dianalisis dari aspe.k 

le.galitas dan ke.se.suaian de.ngan pe.raturan yang be.rlaku. 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung dan mengatur 

kegiatan perdagangan melalui e-commerce di Indonesia. UU ini 

memberikan dasar hukum bagi transaksi elektronik, menjadikannya sah dan 

mengikat secara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU ITE 

yang menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat 

bukti hukum yang sah. Hal ini berarti bahwa transaksi jual beli yang 

dilakukan secara daring, seperti melalui klik tombol “beli” atau “setuju” 

dalam aplikasi atau situs web, diakui secara hukum layaknya perjanjian 

tertulis. Selain itu, UU ITE mengatur mengenai keabsahan kontrak 

elektronik, di mana perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen yang 

dilakukan melalui sistem elektronik tetap memiliki kekuatan hukum selama 

ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam konteks perlindungan 

konsumen, UU ITE juga memuat ketentuan mengenai perlindungan data 

pribadi, di mana penyelenggara platform e-commerce wajib menjaga 

kerahasiaan data pengguna dan hanya boleh menggunakannya atas 

persetujuan yang sah.  



15 

 

 
 

Te.ori risiko me.nje.laskan siapa yang me.nanggung akibat hukum atas 

suatu pe.ristiwa yang me.rugikan, se.pe.rti ke.hilangan barang. Jika dalam 

pe.rjanjian dise.pakati bahwa risiko me.njadi tanggung jawab pe.ngirim 

(Lazada E.kspre.s), maka Lazada E.kspre.s wajib me.ngganti ke.rugian. 

Namun, apabila pe.rjanjian se.cara se.pihak me.ngalihkan risiko ke.pada pihak 

lain tanpa dasar ke.adilan, maka ke.te.ntuan te.rse.but dapat dibatalkan kare.na 

be.rte.ntangan de.ngan asas ke.adilan dan ke.patutan dalam hukum pe.rdata. 

Konsume.n, se.bagai pe.ne.rima barang, tidak me.miliki hubungan 

kontraktual langsung de.ngan pihak e.kspe.disi, ole.h kare.na itu, sangat 

pe.nting untuk me.ne.mpatkan konsume.n se.bagai subje.k hukum yang 

dilindungi me.lalui instrume.n pe.rlindungan konsume.n. Pe.ne.rapan Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang pasal 86-100 tentang konsumen Perantara 

me.njadi sangat pe.nting dalam konte.ks ini untuk me.njamin pe.rlindungan 

te.rhadap hak-hak konsume.n. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen me.mbe.rikan dasar 

hukum yang kuat bagi konsume.n untuk me.nuntut hak me.re.ka atas barang 

yang hilang. Pasal 4 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG 

PASAL 86-100 TENTNG KONSUMEN PERANTARA me.nyatakan 

bahwa konsume.n be.rhak atas ke.nyamanan, ke.amanan, dan ke.se.lamatan 

dalam me.ngkonsumsi barang dan/atau jasa. Ke.hilangan barang se.lama 

pe.ngiriman je.las me.langgar hak te.rse.but, me.skipun tidak dise.babkan 

langsung ole.h konsume.n. 
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Le.bih lanjut, Pasal 19 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

DAGANG PASAL 86-100 TENTNG KONSUMEN PERANTARA 

me.ne.gaskan bahwa pe.laku usaha wajib be.rtanggung jawab untuk 

me.mbe.rikan ganti rugi atas ke.rugian yang dialami konsume.n. Ini me.ncakup 

ke.rugian yang timbul akibat barang yang tidak dite.rima se.suai de.ngan 

pe.rjanjian, baik kare.na ke.rusakan, ke.te.rlambatan, atau ke.hilangan barang. 

Pasal 7 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG PASAL 86-

100 TENTNG KONSUMEN PERANTARA juga me.ngharuskan pe.laku 

usaha untuk be.rtindak de.ngan itikad baik dan me.mbe.rikan informasi yang 

be.nar se.rta be.rtanggung jawab atas kualitas barang atau jasa yang 

ditawarkan. 

Pe.ne.rapan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG 

PASAL 86-100 TENTNG KONSUMEN PERANTARA dalam konte.ks ini 

sangat krusial, kare.na be.rkaitan de.ngan posisi konsume.n yang le.mah dalam 

me.nghadapi pe.laku usaha be.sar se.pe.rti Lazada. Ke.tika pe.rjanjian antara 

se.lle.r dan Lazada E.kspre.s tidak se.cara te.gas me.ngatur tanggung jawab 

ke.pada konsume.n, maka ne.gara, me.lalui KITAB UNDANG-UNDANG 

HUKUM DAGANG PASAL 86-100 TENTNG KONSUMEN 

PERANTARA, harus me.mbe.rikan pe.rlindungan hukum ke.pada konsume.n. 

Ini me.mbe.dakan antara pe.rjanjian privat de.ngan norma hukum publik yang 

be.rsifat impe.ratif. 

Re.alitas yang ada adalah bahwa konsume.n se.ringkali ke.sulitan 

dalam me.nuntut haknya kare.na ke.te.rbatasan informasi se.rta 



17 

 

 
 

ke.tidakse.imbangan ke.kuatan hukum antara konsume.n dan pe.laku usaha. 

Ole.h kare.na itu, pe.nting untuk me.nganalisis isi pe.rjanjian se.lle.r-Lazada 

E.kspre.s, untuk me.mastikan bahwa klausul yang ada se.suai de.ngan prinsip 

ke.adilan kontraktual, asas ke.patutan, dan se.mangat pe.rlindungan 

konsume.n. 

Pe.ngaturan Pe.rlindungan Konsume.n dalam Transaksi E.-Comme.rce., 

pe.ngaturan se.rta pe.rlindungan konsume.n dalam transaksi e.-comme.rce. dan 

marke.tplace. te.tap dapat dijamin me.lalui be.be.rapa undang-undang dan 

pe.raturan yang sudah be.rlaku. Be.rikut pe.nje.lasan dan pasal-pasal yang 

re.le.van: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 te.ntang Pe.rlindungan 

Konsume.n (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG 

PASAL 86-100 TENTNG KONSUMEN PERANTARA) 

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG PASAL 86-100 

TENTNG KONSUMEN PERANTARA adalah dasar utama 

pe.rlindungan konsume.n di Indone.sia, te.rmasuk dalam transaksi online. 

dan marke.tplace.. 

a. Pasal 4: Me.njamin hak konsume.n atas ke.nyamanan, ke.amanan, 

dan ke.se.lamatan dalam me.ngonsumsi barang/jasa, se.rta hak atas 

informasi yang be.nar, je.las, dan jujur. 

b. Pasal 7: Me.ngatur ke.wajiban pe.laku usaha untuk be.ritikad baik, 

me.mbe.rikan informasi yang be.nar, dan me.njamin mutu 

barang/jasa. 
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c. Pasal 19: Pe.laku usaha wajib be.rtanggung jawab atas ke.rugian 

konsume.n akibat barang/jasa yang dite.rima tidak se.suai 

pe.rjanjian, te.rmasuk ganti rugi atas ke.hilangan, ke.rusakan, atau 

ke.te.rlambatan. 

d. Pasal 23: Konsume.n dapat me.nggugat pe.laku usaha yang 

me.nolak atau tidak me.me.nuhi ganti rugi me.lalui BPSK atau 

pe.ngadilan. 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 te.ntang Pe.rdagangan 

UU ini me.ngatur aktivitas pe.rdagangan se.cara umum, te.rmasuk 

pe.rdagangan e.le.ktronik. 

a. Pasal 65: Me.ngatur pe.rlindungan konsume.n dalam pe.rdagangan, 

te.rmasuk pe.rdagangan me.lalui siste.m e.le.ktronik (e.-

comme.rce./marke.tplace.). 

b. Pasal 66: Me.ngatur ke.wajiban pe.laku usaha untuk me.mbe.rikan 

informasi yang be.nar, je.las, dan jujur se.rta be.rtanggung jawab atas 

barang yang dipe.rdagangkan. 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pe.rdata (KUHPe.rdata) 

KUHPe.rdata me.ngatur hubungan pe.rjanjian antara para pihak 

dalam transaksi, te.rmasuk jual be.li online.. 

a. Pasal 1320: Syarat sah pe.rjanjian (ke.se.pakatan, ke.cakapan, obje.k 

te.rte.ntu, dan se.bab yang halal). 
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b. Pasal 1365: Se.tiap pe.rbuatan me.lawan hukum yang me.nimbulkan 

ke.rugian pada orang lain me.wajibkan pe.laku untuk me.ngganti 

ke.rugian. 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

Dalam konteks e-commerce, prinsip-prinsip dasar KUHD 

seperti perjanjian jual beli, tanggung jawab pengangkutan barang, dan 

kewajiban para pihak dalam perdagangan tetap berlaku. Misalnya, 

KUHD mengatur tentang pembuatan perjanjian jual beli yang menjadi 

dasar hubungan hukum antara penjual dan pembeli, yang dalam e-

commerce terjadi secara elektronik melalui platform digital. Selain itu, 

KUHD juga mengatur tanggung jawab pengangkut atas barang yang 

dikirim, hal ini relevan dengan pengiriman produk oleh jasa kurir atau 

ekspedisi yang biasa digunakan dalam transaksi online. Meski transaksi 

dilakukan secara digital, aspek wanprestasi seperti kegagalan 

pengiriman atau ketidaksesuaian barang tetap merujuk pada ketentuan 

KUHD. Namun, karena KUHD bersifat hukum dagang tradisional, 

penerapan dalam e-commerce saat ini seringkali dilengkapi dengan 

regulasi modern seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik, agar hukum dagang dapat mengikuti 

perkembangan teknologi dan menjamin perlindungan konsumen dalam 

transaksi digital. 



20 

 

 
 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 86–100 

memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen dalam menuntut 

hak mereka, terutama ketika terjadi permasalahan dalam transaksi 

perdagangan. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa makelar atau 

perantara dagang wajib mempertemukan pihak-pihak yang 

bertransaksi, membuat catatan/nota yang sah, serta bertindak jujur 

tanpa mengambil keuntungan pribadi. Jika terjadi kehilangan barang 

selama pengiriman, maka jelas hak konsumen dilanggar karena 

perantara (dalam hal ini platform e-commerce atau ekspedisi) memiliki 

kewajiban hukum untuk memastikan transaksi berjalan sesuai 

perjanjian. 

Lebih lanjut, Pasal 86–92 KUHD mengatur peran makelar 

sebagai perantara yang wajib membuat catatan transaksi dan menjaga 

kepentingan para pihak. Pasal 89–90 KUHD melarang makelar 

bertindak untuk kepentingan pribadi tanpa izin, sedangkan Pasal 91–92 

KUHD mengatur batas tanggung jawabnya. Hal ini berarti, apabila 

Marketplace atau ekspedisi lalai hingga menyebabkan kerugian 

konsumen, maka mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban 

hukum karena berfungsi sebagai perantara dagang. 

Penerapan KUHD sangat krusial karena konsumen berada pada 

posisi lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha besar seperti 

Lazada. Apabila perjanjian antara Seller dan Lazada Express tidak 
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secara tegas mengatur tanggung jawab terhadap konsumen, maka 

KUHD tetap dapat diberlakukan sebagai norma hukum positif yang 

bersifat imperatif. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen 

bukan hanya masalah kontrak privat, tetapi juga terkait norma hukum 

publik yang mengikat. Realitasnya, konsumen sering kesulitan 

menuntut haknya akibat keterbatasan informasi serta 

ketidakseimbangan posisi tawar dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, 

penting untuk menganalisis isi perjanjian antara Seller dan Lazada 

Express agar sesuai dengan prinsip keadilan kontraktual, asas 

kepatutan, dan semangat perlindungan konsumen sebagaimana 

terkandung dalam KUHD Pasal 86–100. 

Dengan demikian, pengaturan perlindungan konsumen dalam 

transaksi e-commerce dan Marketplace tetap dapat dijamin melalui 

penerapan KUHD Pasal 86–100, yang menegaskan peran perantara 

dalam menjamin kepastian hukum, kejujuran, serta tanggung jawab 

terhadap kerugian konsumen. 

5. Pe.raturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui 

Sistem Eletronik 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah regulasi yang 

mengatur aktivitas jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan 

melalui sistem elektronik seperti website, aplikasi, atau platform digital 
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lainnya. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum, 

perlindungan konsumen, serta mendorong terciptanya ekosistem 

perdagangan digital yang sehat, adil, dan transparan di Indonesia. 

PMSE dalam peraturan ini melibatkan pelaku usaha dalam negeri 

maupun luar negeri, termasuk yang secara aktif menawarkan produk 

atau layanan kepada konsumen Indonesia. PP 80/2019 juga 

menekankan pentingnya perlindungan konsumen, khususnya dalam hal 

perlindungan data pribadi, hak pembatalan transaksi, dan jaminan 

keamanan bertransaksi. Selain itu, kontrak elektronik yang sah harus 

memenuhi asas persetujuan para pihak, dan bukti digital dari transaksi 

dapat digunakan sebagai alat bukti hukum. Untuk memastikan 

kepatuhan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berwenang 

melakukan pengawasan, pembinaan, serta mengenakan sanksi 

administratif seperti teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin 

usaha apabila terjadi pelanggaran. Secara keseluruhan, PP No. 80 

Tahun 2019 bertujuan menciptakan iklim perdagangan digital yang 

bertanggung jawab, sekaligus melindungi pelaku usaha nasional, 

khususnya UMKM, dari persaingan tidak sehat, termasuk dari produk 

asing yang masuk melalui jalur digital tanpa pengawasan yang 

memadai. 

6. Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 
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Pe.raturan ini me.ngatur ke.te.ntuan pe.rizinan usaha, pe.riklanan, 

pe.mbinaan, dan pe.ngawasan pe.laku usaha dalam pe.rdagangan me.lalui 

siste.m e.le.ktronik (PMSE.). 

a. Pasal 14: Marke.tplace. wajib me.nye.diakan fasilitas komunikasi 

e.le.ktronik yang me.nghubungkan konsume.n de.ngan me.rchant. 

b. Pasal 21: Pe.laku usaha wajib me.me.nuhi ke.te.ntuan pe.rizinan, 

standar barang/jasa, dan ke.te.ntuan pe.rpajakan dalam PMSE.. 

De.ngan me.nggunakan kombinasi te.ori be.sar (grand), te.ori 

me.ne.ngah (middle.), dan te.ori te.rapan (applie.d), maka pe.ne.litian ini tidak 

hanya akan me.nghasilkan kajian normatif, te.tapi juga kajian e.mpiris yang 

me.nye.ntuh aspe.k ke.adilan dan praktik hukum dalam transaksi digital. 

Pe.nde.katan ini juga me.mbe.rikan ruang e.valuasi te.rhadap e.fe.ktivitas 

re.gulasi pe.rlindungan konsume.n dalam konte.ks logistik digital maka untuk 

me.nghasilkan kajian normatif dan e.mpiris yang me.ngkaji ke.adilan se.rta 

praktik hukum dalam transaksi digital, se.rta me.nge.valuasi e.fe.ktivitas 

re.gulasi pe.rlindungan konsume.n, khususnya dalam konte.ks logistik digital, 

de.ngan me.nggunakan kombinasi te.ori be.sar (grand the.ory), te.ori me.ne.ngah 

(middle. the.ory), dan te.ori te.rapan (applie.d the.ory). Pe.nde.katan ini be.rtujuan 

untuk me.mbe.rikan pe.mahaman yang le.bih me.ndalam te.ntang pe.ne.rapan 

hukum dalam transaksi e.-comme.rce., se.rta me.ngide.ntifikasi pote.nsi 

pe.rbaikan dalam re.gulasi yang ada. 

Prakte.knya se.ring dite.mui ke.rugian dari be.be.rapa pihak te.rutama 

konsume.n, se.lain daripada konsume.n ke.rugian juga dapat dide.rita ole.h si 
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pe.laku usaha te.rse.but atau yang biasa dise.but se.lle.r. Ke.rugian se.lle.r ini 

dapat dite.mui salah satunya dari hilangnya barang yang akan dijual ke.pada 

konsume.n atau hilangnya barang saat prose.s pe.nge.mbalian jika ada 

ke.tidakse.suaian pe.ngiriman. Hilangnya barang ini dise.babkan ole.h jasa 

e.kspe.disi te.rutama pada saat barang te.rse.but me.masuki gudang pihak jasa 

e.kspe.disi te.rse.but. Pada kasus ini se.ring kali pe.laku usaha atau dalam hal 

ini se.bagai konsume.n pe.ngguna jasa e.kspe.disi me.ndapatkan ke.rugian 

kare.na pe.rtama barangnya hilang dan pihak pe.laku usaha tidak 

me.ndapatkan ganti rugi atau kompe.nsasi atas hilangnya barang 

dagangannya. 

Hukum be.rfungsi se.bagai instrume.n untuk me.lindungi ke.pe.ntingan 

masyarakat se.cara ke.se.luruhan de.ngan me.mbe.rikan ke.we.nangan ke.pada 

ne.gara untuk me.lakukan tindakan yang se.suai de.ngan tujuan hukum. 

Ke.kuasaan yang dibe.rikan ole.h hukum ke.pada ne.gara untuk me.ngatur dan 

be.rtindak atas nama ke.pe.ntingan publik tidak dibe.rikan tanpa batas, 

me.lainkan harus te.rukur baik dalam ruang lingkup maupun ke.dalamannya, 

se.suai de.ngan prinsip-prinsip le.galitas dan proporsionalitas. De.ngan 

de.mikian, hukum me.mastikan bahwa hak-hak individu dilindungi, namun 

te.tap be.rada dalam ke.rangka aturan yang dite.tapkan ole.h norma hukum 

yang be.rlaku. Prinsip pe.rlindungan hukum se.ndiri dapat digunakan de.mi 

me.lindungi ke.pe.ntingan se.se.orang, maka dari itu se.se.orang dapat 

me.lakukan apapun yang dike.he.ndakinya. Se.cara singkat pe.rlindungan 

hukum adalah fungsi dari hukum itu se.ndiri yakni me.mbe.rikan 
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pe.rlindungan. De.finisi pe.rlindungan hukum te.rse.but se.be.narnya me.miliki 

artian khusus yang dapat dite.mui di kamus hukum yaitu pe.rlindungan 

hukum se.bagai pe.raturan yang be.rsifat me.maksa yang me.ne.ntukan tingkah 

laku manusia dalam lingkungan masyarakat (Sukoharjo, 2023). Me.nurut 

Satjipto Rahardjo, pe.rlindungan hukum ialah de.ngan me.mbe.rikan 

pe.ngayoman te.rhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

pe.rlindungan itu dibe.rikan ke.pada masyarakat agar dapat dinikmati se.mua 

hak-hak yang dibe.rikan ole.h hukum (Raharjo, 2000). 

Asas ke.pastian hukum me.mastikan bahwa hukum harus dite.rapkan 

de.ngan te.pat dan untuk tujuan yang te.pat. Ke.yakinan hukum ini me.ndorong 

orang untuk be.rpe.rilaku se.suai de.ngan hukum ne.gara. Se.lain itu, ke.yakinan 

hukum me.mbe.rikan jaminan ke.pada se.mua warga bahwa me.re.ka akan 

dilindungi ole.h ne.gara atau pe.nguasa me.re.ka se.suai de.ngan aturan hukum 

yang be.rlaku, tanpa tindakan se.we.nang-we.nang (Syahrani, 2009). Selain 

dari asas kepastian hukum dalam KUHD juga menerapkan asas 

profesionalitas yang berarti Pelaku usaha atau pedagang barang maupun 

jasa diharapkan menjalankan usaha secara profesional dan sesuai standar 

tertentu. 

Azas ke.adilan adalah suatu tujuan dari adanya ke.pastian hukum. 

Dalam hal te.rse.but dapat dilihat apakah se.buah hukum te.lah dirasakan adil 

atau be.lum. Me.nurut pe.nuturan dari Prof. Sube.kti bahwa hukum me.ngabdi 

pada tujuan ne.gara yang dalam pokoknya ialah me.ndatangkan ke.makmuran 

dan ke.bahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan ne.gara te.rse.but de.ngan 
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me.nye.le.nggarakan ke.adilan dan ke.te.rtiban, syarat-syarat yang pokok untuk 

me.ndatangkan ke.makmuran dan ke.bahagiaan. Artinya, bahwa ke.adilan 

dapat digambarkan se.bagai suatu ke.adaan ke.se.imbangan yang me.mbawa 

ke.te.ntraman dalam hari se.se.orang, dan jika diusik atau dilanggar akan 

me.nimbulkan ke.ge.lisahaan atau ke.goncangan (Nawawi, 2013). 

Suatu ne.gara dapat dianggap se.bagai ne.gara hukum apabila ia 

me.lindungi hak asasi manusia bagi se.mua warganya. Se.bagai contoh, 

pe.rundang-undangan Indone.sia me.njamin hak asasi manusia se.tiap orang. 

BAB X Pasal 28A hingga 28J dari Amande.me.n Ke.e.mpat UUD 1945 

me.ngatur hak asasi manusia (Syahrani, 2009). De.ngan adanya sosok 

ke.be.radaan hak asasi manusia yang diyakini me.rupakan landasan me.nurut 

para ahli dipe.ngaruhi ole.h tiga te.ori yaitu (Salfutra, 2018): 

1. Be.rdasarkan te.ori hukum kodrati me.nyatakan bahwa hak asasi 

manusia be.rsumbe.r dari Tuhan dan me.rupakan bagian tak te.rpisahkan 

dari kodrat manusia. Saat manusia dilahirkan, me.re.ka te.lah me.miliki 

se.jumlah hak yang tidak dapat digantikan atau dihapuskan. 

2. Me.nurut te.ori positivisme., hak hanya ada jika te.lah diatur ole.h hukum 

yang be.rlaku. Moralitas harus dipisahkan se.cara je.las dari domain 

hukum. Hak individu hanya dapat dinikmati jika se.cara re.smi 

dibe.rikan ole.h pe.nguasa atau ne.gara. 

3. Be.rdasarkan te.ori ke.adilan be.rpe.gang pada prinsip ke.wajiban untuk 

me.mpe.rlakukan se.mua warga de.ngan adil dan se.tara. Ini be.rarti tidak 
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bole.h ada pe.nge.cualian be.rdasarkan nilai moral, ke.kuasaan, atau 

alasan lainnya yang dapat me.ngabaikan hak asasi manusia. 

Hubungan hukum antara individu dapat me.nimbulkan hak dan 

ke.wajiban yang saling te.rkait, se.hingga pe.rlindungan hukum me.njadi 

sangat pe.nting untuk me.ngurangi pote.nsi konflik di antara pihak-pihak yang 

te.rlibat. Dalam konte.ks pe.layanan jasa, posisi konsume.n se.ring kali 

dianggap le.bih le.mah, se.hingga pe.rlunya hukum pe.rlindungan konsume.n 

me.njadi krusial untuk me.lindungi hak-hak me.re.ka yang re.ntan te.rhadap 

pe.langgaran ole.h pe.laku usaha yang tidak me.me.nuhi ke.wajibannya. 

Pe.rlindungan ini dipe.rlukan baik dari se.gi mate.riil maupun formal, te.rutama 

me.ngingat ke.majuan ilmu pe.nge.tahuan dan te.knologi yang be.rpe.ran 

se.bagai pe.ndorong produktivitas dan e.fisie.nsi bagi produse.n dalam 

me.nghasilkan barang dan jasa untuk me.ncapai tujuan usaha me.re.ka. 

Dalam tataran grand theory, Hans Kelsen melalui teori negara hukum 

menegaskan bahwa setiap aktivitas sosial harus tunduk pada hukum positif. 

Hal ini berlaku juga bagi transaksi digital dalam e-commerce. Norma hukum 

yang berjenjang (Stufenbau Theory) memastikan bahwa peraturan mengenai 

perdagangan, termasuk perantara dagang, berlaku mengikat. Asas hukum 

yang menonjol dalam kerangka ini adalah asas kepastian hukum, asas 

supremasi hukum, dan asas persamaan di hadapan hukum, yang menjamin 

semua pihak baik konsumen maupun pelaku usaha besar terikat secara 

setara oleh hukum. 
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KUHD Pasal 86–100 tentang makelar atau perantara dagang menjadi 

pijakan utama. Pasal-pasal ini mengatur kewajiban makelar untuk 

mempertemukan pihak, membuat catatan transaksi, bertindak jujur, dan 

tidak mencari keuntungan pribadi tanpa izin. Marketplace atau platform 

digital dapat dianalogikan sebagai “makelar modern” yang menjalankan 

fungsi tersebut secara elektronik. Oleh karena itu, asas hukum yang melekat 

adalah asas itikad baik, asas kejujuran dan keterbukaan, serta asas 

keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha, dan 

perantara. 

Dalam applied theory, aturan KUHD diterapkan pada kasus konkret, 

misalnya kehilangan barang dalam pengiriman oleh Lazada Express. Dalam 

posisi ini, platform sebagai perantara wajib bertanggung jawab atas 

kerugian yang dialami konsumen. Teori pertanggungjawaban hukum 

(liability theory) menegaskan adanya kewajiban ganti rugi, sedangkan teori 

perlindungan konsumen menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus 

dilindungi dari ketimpangan kekuatan dengan perusahaan besar. Asas 

hukum yang dominan adalah asas perlindungan konsumen, asas keadilan 

kontraktual, dan asas kepatutan, yang memastikan penyelesaian sengketa 

berjalan adil dan proporsional. 

Dengan demikian, hubungan antara ketiga lapisan teori tersebut 

menunjukkan kesinambungan yang jelas. Grand theory Kelsen memberikan 

landasan konseptual bahwa semua kegiatan harus tunduk pada hukum. 
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Middle theory melalui KUHD Pasal 86–100 memberikan norma konkret 

mengenai perantara dagang. Sementara applied theory menegaskan 

implementasinya pada praktik e-commerce, di mana Marketplace wajib 

bertanggung jawab terhadap konsumen. Keseluruhan teori dan asas hukum 

ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang efektif dalam 

perdagangan digital. 

Pe.rlindungan konsume.n adalah upaya yang me.njaminkan ke.pastian 

hukum untuk me.mbe.rikan pe.rlindungan ke. konsume.n. Tingkat ke.sadaran 

dari konsume.n akan hak-hak yang se.harusnya me.re.ka dapat masih le.mah 

dan kurangnya me.mbaca syarat dan ke.te.ntuan dalam jual be.li online. se.rta 

minimnya informasi yang dibe.rikan ole.h pe.laku usaha ke.pada konsume.n 

yang tidak me.nge.rti dan me.mahami akan hak-hak me.re.ka se.bagai 

konsume.n. Konsumen semestinya harus mendapatkan kompensasi atau 

ganti rugi dari pihak pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan hukum. Hal 

ini dapat didasarkan pada KUHD Pasal 86–100 yang mengatur tentang 

makelar atau perantara dagang. Dalam ketentuan tersebut, Pasal 86 KUHD 

mewajibkan makelar mencatat setiap transaksi, Pasal 88 KUHD 

menegaskan kewajiban untuk bertindak jujur kepada kedua belah pihak, 

sedangkan Pasal 89 KUHD memberikan hak bagi pihak yang 

berkepentingan untuk memperoleh salinan catatan transaksi, dan Pasal 90 

KUHD melarang makelar menyembunyikan informasi penting. Dalam 

konteks e-commerce, Marketplace dapat dianalogikan sebagai makelar 

modern yang mempertemukan penjual dan pembeli. Oleh karena itu, apabila 
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barang tidak sampai tepat waktu atau tidak sesuai perjanjian, maka 

konsumen berhak memperoleh ganti rugi dari pelaku usaha maupun jasa 

pengiriman berdasarkan kewajiban hukum perantara sebagaimana diatur 

KUHD. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah 

pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), 

penerima pesan iklan, atau pemakai jasa seperti pelanggan. Sedangkan 

dalam KUHD, pihak yang menggunakan jasa makelar dilindungi oleh 

kewajiban hukum yang melekat pada makelar untuk bertindak jujur, 

transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, konsumen dalam 

transaksi digital juga dapat diposisikan sebagai pihak yang berhak atas 

jaminan perlindungan hukum, selaras dengan kewajiban Marketplace 

sebagai perantara modern. 

Pakar hukum konsumen Belanda, Hondius, menyimpulkan bahwa 

konsumen pada umumnya dimaknai sebagai pemakai terakhir dari benda 

dan jasa (uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten). Artinya, setiap 

konsumen dalam e-commerce, yang membeli barang atau jasa untuk 

kepentingan pribadi dan bukan untuk diperdagangkan kembali, memiliki 

hak yang sama untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang yang 

diterimanya tidak sesuai. Prinsip ini sejalan dengan asas kejujuran, 

kepatutan, dan tanggung jawab dalam KUHD mengenai perantara dagang, 

yang tetap relevan meskipun transaksi berlangsung di ruang digital. De.ngan 



31 

 

 
 

rumusan itu, Hondius ingin me.mbe.dakan antara konsume.n bukan pe.makai 

te.rakhir (konsume.n antara) de.ngan konsume.n pe.makai te.rakhir (Salamiah, 

2014). 

Jasa pe.ngiriman barang me.rupakan badan pe.rusahaan yang be.rge.rak 

dalam bidang pe.ngiriman barang dan me.rupakan suatu be.ntuk layanan 

publik yang me.nawarkan ke.mudahan dalam pe.laksanaanya. Pe.ngiriman 

barang te.rjadi kare.na adanya ke.butuhan untuk me.ngirimkan barang dari 

satu te.mpat ke. te.mpat lainnya. Biasanya pe.ngirim barang te.rjadi kare.na 

be.be.rapa hal yaitu kare.na adanya transaksi jual be.li dan/atau untuk me.ngisi 

ke.butuhan barang di lokasi lain (Kompasiana, 2021). 

F. Metode Penelitian 

Pe.ngamatan, obse.rvasi, dan analisis yang dilakukan se.cara 

siste.matis dan ilmiah adalah bagian dari me.tode. pe.ne.litian yang digunakan 

ole.h pe.ne.liti untuk me.njawab pe.rtanyaan pe.ne.litian. Dalam pe.nulisan 

skripsi ini, pe.nulis me.milih be.rbagai me.tode. pe.ne.litian yang se.suai de.ngan 

tujuan dan lingkup pe.ne.litian, yaitu: 

1. Spesifikasi Penelitian 

Pe.nulis me.mbuat ke.putusan untuk me.nggunakan me.tode. 

pe.ne.litian de.skriptif analitis saat me.nulis skripsi ini. Me.tode. ini 

me.mungkinkan pe.nulis me.lakukan analisis me.ndalam te.rhadap data 

yang dikumpulkan dan me.mbe.rikan gambaran me.nye.luruh te.ntang 
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masalah yang dite.liti. Se.lanjutnya, hasil analisis dihubungkan de.ngan 

konse.p, te.ori, dan pe.raturan hukum yang be.rkaitan de.ngan topik 

pe.ne.litian. Ini me.mungkinkan pe.mahaman yang me.nye.luruh te.ntang 

masalah yang dibahas. 

2. Metode Pendekatan 

Me.tode. pe.nde.katan yang pe.nulis gunakan dalam me.lakukan 

pe.ne.litian skripsi ini yaitu yuridis normatif. Me.nurut pe.nge.rtian dari 

Ronny Hanitijo yuridis normatif yaitu (Soe.mitro, 1990):  

“Me.tode. pe.nde.katan yuridis normatif yaitu pe.nde.katan yang 

me.nggunakan konse.p dan me.tode. analisis yang te.rmasuk dalam 

disiplin ilmu hukum yang dogmatis” 

Didasarkan pada pe.nje.lasan diatas, yang dianalisa ole.h pe.nulis 

yaitu hukum positif yang be.rlaku se.cara yuridis se.hingga 

be.rke.sinambungan de.ngan pe.raturan undang-undangan, norma, se.rta 

kaidah hukum me.nge.nai kasus tanggungjawab akan hilangnya barang 

saat be.rada di e.kspe.disi Lazada E.xpre.ss (le.x.id). 

3. Tahap Penelitian 

Tahapan yang dilaksanakan ole.h pe.nulis dalam me.laksanakan 

pe.ne.litian ini antara lain: 

a. Pe.ne.litian Ke.pustkaan (Library Re.se.arch). 
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Pe.nulis me.lakukan pe.ne.litian ke.pustakaan de.ngan tujuan 

me.ngumpulkan data te.oritis de.ngan me.me.riksa lite.ratur dan 

me.rujuk ke. pe.raturan pe.rundang-undangan dan sumbe.r bacaan yang 

te.rkait de.ngan masalah yang dibahas dalam karya hukum ini. 

Informasi yang dikumpulkan ke.mudian dike.lompokkan ke. dalam 

be.rbagai je.nis bahan hukum. Pe.ne.litian ini me.ncakup: 

1) Bahan hukum prime.r, bahan hukum yang be.rsifat me.ngikat, 

se.pe.rti pe.raturan pe.rundang-undangan yang re.le.van de.ngan 

pe.ne.litian ini, te.rmasuk dalam lingkupnya yakni: 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pe.rdata; 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; 

e) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019; 

2) Bahan sumbe.r hukum se.kunde.r yang digunakan dalam 

pe.ne.litian ini be.rkaitan de.ngan bahan hukum prime.r dan 

me.nawarkan pe.nje.lasan tambahan te.ntang fakta-fakta utama. 

Sumbe.r se.kunde.r ini te.rdiri dari konte.n hukum yang be.rasal 

dari jurnal dan lite.ratur ilmiah yang re.le.van de.ngan masalah 

pe.ne.litian. 

3) Dalam pe.ne.litian ini, pe.nulis me.nggunakan bahan hukum 

te.rsie.r yang be.rasal dari inte.rne.t. Bahan hukum te.rsie.r 

be.rfungsi se.bagai pe.ndukung dan me.mbe.rikan pe.nje.lasan 
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tambahan te.rhadap bahan hukum prime.r dan sumbe.r hukum 

se.kunde.r. 

b. Pe.ne.litian Lapangan (Fie.ld Re.se.arch).  

Pe.ne.litian lapangan adalah upaya untuk me.ndapatkan data 

prime.r yang dapat digunakan untuk me.ndukung hasil dari sumbe.r 

data se.kunde.r. Untuk me.ndapatkan informasi le.bih me.ndalam 

te.ntang subje.k pe.ne.litian, pe.ne.liti me.lakukan wawancara langsung 

de.ngan re.sponde.n, yang me.rupakan pe.nde.katan yang se.ring 

digunakan. Ole.h kare.na itu, pe.ne.litian lapangan sangat pe.nting 

untuk me.ndapatkan pe.mahaman yang le.bih le.ngkap dan akurat 

te.ntang fe.nome.na yang dite.liti. Pe.nulis me.lakukan pe.ne.litian 

lapangan de.ngan me.wawancarai narasumbe.r se.lle.r atau pe.laku 

usaha yang me.ngalami langsung ke.rugian akibat hilangnya barang 

saat be.rada di e.kspe.disi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Tujuan Pe.nulis me.nggunakan me.tode. pe.ngumpulan data 

be.rikut dalam pe.ne.litian hukum ini untuk me.ndapatkan data prime.r dan 

se.kunde.r yang be.rkaitan de.ngan subje.k pe.ne.litian se.bagai be.rikut: 

1. Pe.ne.litian Ke.pustkaan 

Tahapan Saat me.lakukan pe.ne.litian ke.pustakaan, langkah-

langkah yang diambil adalah se.bagai be.rikut: 
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1) Me.ngide.ntifikasi pe.raturan pe.rundang-undangan yang 

re.le.van; 

2) Me.ne.lusuri be.rbagai asas dan konse.p hukum yang te.rkait 

de.ngan masalah yang akan dise.lidiki; 

3) Me.me.riksa dokume.n-dokume.n yang be.rkaitan de.ngan topik 

pe.nulisan hukum untuk me.ngumpulkan fakta, te.ori, dan 

konse.p yang re.le.van. 

2. Pe.ne.litian Lapangan 

Untuk me.ndapatkan data yang re.le.van dan akurat, pe.nulis 

me.lakukan pe.ne.litian lapangan tatap muka dan adanya se.si tanya 

jawab atau wawancara narasumbe.r se.lle.r atau pe.laku usaha yang 

me.ngalami langsung ke.rugian akibat hilangnya barang saat 

be.rada di e.kspe.disi 

5. Alat Pengumpulan Data 

Alat pe.ngumpulan data me.rupakan sarana yang dipilih pe.nulis 

untuk me.mfasilitasi prose.s pe.ngumpulan informasi yang dipe.rlukan dalam 

pe.ne.litian ini. Be.be.rapa je.nis alat pe.ngumpulan data yang dipilih ole.h 

pe.nulis untuk me.nghimpun informasi te.rkait de.ngan pe.ne.litian ini 

te.rmasuk: 

a. Analisis Ke.pustakaan 

Dalam me.ngumpulkan data dari sumbe.r pe.rpustakaan, pe.nulis 

me.nge.kstrak dan me.ndokume.ntasikan informasi dari be.rbagai ite.m 
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te.rmasuk buku, jurnal, pe.raturan, dan situs inte.rne.t yang re.le.van 

de.ngan pe.ne.litian. Informasi hukum yang dipe.role.h ke.mudian 

didokume.ntasikan dalam catatan. Se.lain itu, pe.nulis me.nggunakan 

laptop untuk me.nganalisis data yang dikumpulkan. 

b. Analisis Lapangan 

Pe.nulis me.laksanakan analisis lapangan de.ngan cara me.minta 

ke.te.rangan dan me.wawancarai pihak-pihak te.rkait pe.ne.litian ini. 

Untuk me.mpe.rmudah prose.s wawancara, pe.nulis me.nggunakan alat 

bantu se.pe.rti daftar pe.rtanyaan wawancara te.rstruktur, handphone. 

untuk me.re.kam suara, dan alat tulis. 

6. Analisis Data 

Pe.ne.litian ini me.manfaatkan me.tode. de.skriptif analitis, 

se.hingga prose.s analisis data me.ngadopsi pe.nde.katan kualitatif dalam 

ranah yuridis. Pe.nde.katan ini me.ncakup informasi yang dipe.role.h dari 

re.sponde.n me.nge.nai pe.rilaku nyata yang me.njadi fokus pe.ne.litian, 

baik me.lalui inte.raksi langsung maupun dokume.n te.rtulis, tanpa 

me.libatkan pe.rhitungan mate.matis. Se.bagai hasilnya, pe.ne.liti 

me.nggunakan me.tode. analisis data kualitatif yuridis de.ngan tujuan 

untuk me.nggabungkan dan me.nye.suaikan data prime.r dan se.kunde.r 

de.ngan ke.rangka pe.raturan pe.rundang-undangan yang be.rlaku. 
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7. Lokasi Penelitian 

Untuk me.nye.le.saikan pe.ne.litian ini, pe.nulis me.lakukan 

pe.ne.litian dibe.be.rapa lokasi yang pe.nulis anggap se.suai de.ngan 

pe.ne.litian ini antara lain: 

a. Pe.rpustakaan:  

1) Pe.rpustakaan Fakultas Hukum Unive.rsitas Pasundan yang 

be.rnama Sale.h Adiwinata yang be.rte.pat di Jl. Le.ngkong 

Dalam No. 17 Bandung; 

2) Pe.rpustakaan Pusat Unive.rsitas Pasundan di Jl. Se.tiabudi 

No.193, Ge.ge.rkalong, Ke.c. Sukasari, Kota Bandung, Jawa 

Barat 40153. 

b. Intansi: 

1. Ke.diaman/Rumah Narasumbe.r yang be.rlokasi di Bale.e.ndah 

Kabupate.n Bandung; 

2. LazadaCare.e. yang be.rlokasi di Kp Cile.bak Kulon, 

RT./RW/RW.001, 002, Rancamanyar, Ke.c. Bale.e.ndah, 

Kabupate.n Bandung, Jawa Barat 40375.  

G. Sistematika Penulisan 

Usulan pe.ne.litian yang ditulis ini be.rlandaskan siste.matika 

pe.nulisan se.de.rhana, yang be.rtujuan agar me.mpe.rje.las dan untuk le.bih 

te.rarahnya pe.nulisan pe.ne.litian ini yang pe.nulis susun ke.dalam lima bab, 
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tiap-tiap bab dipe.rincikan dalam bagian te.rke.cil yang se.suai de.ngan 

pe.mbahasan se.bagai be.rikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

  Bab ini me.ncakup diskusi me.nge.nai latar be.lakang 

pe.rmasalahan, ide.ntifikasi masalah, tujuan dan manfaat 

dari pe.ne.litian, ke.rangka pe.mikiran yang digunakan, 

me.tode. pe.ne.litian yang dite.rapkan, se.rta tata cara 

pe.nyusunan pe.nulisan. 

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Atas 

Hilangnya Barang Pada Saat Pengiriman Oleh Pihak 

Ekspedisi 

  Bab ini be.risikan me.nge.nai tinjauan se.cara umum te.ntang 

tanggung jawab atas hilangnya barang pada saat 

pe.ngiriman yang dilakukan jasa e.kspe.disi Lazada E.xpre.ss 

te.rhadap pe.laku usaha atau se.lle.r dalam hal ini me.njadi 

konsume.n pe.nye.dia jasa yang me.nde.rita ke.rugian atas 

hilangnya barang. 

BAB III : Penelitian Lapangan Mengenai Hilangnya Barang 

Pada Saat Pengiriman Yang Dilakukan Lazada 

Ekspress Yang Diatur Dalam Perjanjian Lazada 

Ekspress Dan Seller. 

  Pada bab ini me.ncakup data prime.r dan se.kunde.r yang 

dipe.role.h dilapangan se.pe.rti: kasus posisi dan pe.nanganan 
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hilangnya barang pada saat pe.ngiriman yang dilakukan jasa 

e.kspe.disi Lazada E.xpre.ss te.rhadap pe.laku usaha atau se.lle.r 

dalam hal ini me.njadi konsume.n pe.nye.dia jasa yang 

me.nde.rita ke.rugian atas hilangnya barang be.rdasarkan 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 86-100 

Tentang Konsumen Perantara. 

BAB IV : Analisis Data Tentang Hilangnya Barang Pada Saat 

Pengiriman Yang Dilakukan Lazada Ekspress Yang 

Diatur Dalam Perjanjian Lazada Ekspress Dan Seller. 

  Bab ini be.risikan te.ntang proble.matika pada pe.nanganan 

hilangnya barang pada saat pe.ngiriman yang dilakukan jasa 

e.kspe.disi Lazada E.xpre.ss te.rhadap pe.laku usaha atau se.lle.r 

dalam hal ini me.njadi konsume.n pe.nye.dia jasa yang 

me.nde.rita ke.rugian atas hilangnya barang be.rdasarkan 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 86-100 

Tentang Konsumen Perantara. 

BAB V : Penutup 

  Bab ini be.risikan te.ntang ke.simpulan pe.ne.litian te.rhadap 

pe.mbahasan pe.rmsalahan dalam pe.nulisan ini dan saran 

yang me.rupakan uraian yang dike.mukakan pe.nulis be.rupa 

usulan atau tanggapan. 

 


